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SAMBUTAN
Menteri Kehutanan

lX n-t pulau Jawa, sebelum memasuki

i Btcngelolaan hutan juga mengadopsi

- meskipun seluruh sistem KPH

n,J.iadopsi secara penuh. Memasuki

n d a n g - u n d a n g
- t l  tahun 1999

tang Kehutanan

c n g a m a n a t k a n

pcngelo laan hutan

fil,aksanakan samPai

pada  t i ngka t  un i t

p e n g e l o l a ,  Y a i t u
kesaruan pengelolaan

hutan terkeci l  sesuai

i ungs i  pokok  dan

peruntukan'raqa, Yarrg
cfrsien dan lestari. Pata

prakrisi serta kebanYakan

Lehuranan meYakini, bahwa

i pada dngkat taPak, atau

Pengelolaan Hutan (KPH),

yang dapat lebih menjamin

ien firngsi dan manfaat hutan,

i. ekologi mauPun sosial.

eksp l i s i t  manda t  s i s tem

di atas tertuang dalam

gkan tahun L999' namun

hutan sampai Pada tingkat

hdonesia sudah berkembang sejak

inya telah dipraktekkan di

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

Rencana St ra teg is  (Renst ra)  Kementer ian

Kehutanan 20L0-2014- Terwujudnya organisasi

pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih

-.ndotong implementasi desentral isasi yang

nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap

sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan untuk

resolusi konfl ik, kemudahan dan kepastian

investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang

"belum ada" unic pengelolanyaytitu areal hutan

yang belum dibebani i j in, serta sPaya untuk

mett ingkatkan keberhasi lan rehabil i tasi dan

p erlindungan hutan' Pentingnya p encapai an t'at get

p rio ritas p emb angunan KPH, telah menj adika rrn.)/ a

sebagai salah sacu substansi di dalam Instruksi

Presiden Nomor 3 Tahun 20lO tentang Program

Pembangunan Yang Berkeadilan.

Berdasarkan ura ian d i  a tas,  Kementer ian

Kehutanan memandang per lu  menerb i tkan

buku "Pembangwnan Kesatuan Pengelolaan Hutan -

Konsep: Peraturan Perund'angan dan Implementasi" '

Buku-ini akan menjadi sumber informasi Penting

bagi parapemangku kepentingan, baik di tingkat

pusat mauPun di daerah, dalam memahami,

mengarahkan, menjalankan serta mengawasi

pror", pembangunan KPH. Pemahaman ini

menjadi sangat penting utamanya bagi para

p.-t,t"t kebijakan dan pengambil keputusan

khususny a y angbersifat politik. 
.

Kiranya Allah S\X/T senantiasa membimbing

langkah  bangsa  I ndones ia  da lam sPaya

mewujudkan sumbe t day a hutan yar'g lestari'

Menteri Kehutanan,

r dan sejalan dengan kebi jakan

i dan otonomi daerah Yar'g lebih

Xcelembagaan Pengelolaan hutan

i perubahan. Akan tetaPi, faktanYa,

kelembagaan pen gelolaan hutan belum

h sarnpar ke tingkat tapak" Para rimbawan

ffi bahwa adanyaunit pengelolaan hutan di

aerak adalah Prasyarat untuk kelestarian

O#h karena itu, pemerintah memandang

ds,ese:a meluruskan sistem pengelolaan hutan

:d'iernbali ke khitah" y^ngdilaksanakan oleh

GN.

funnrah telah menetapkan bahwa pembangunan

SH =enjadi salah satu prioritas nasional yang

oud[s* rerruang dalam Rencana Pembangunan

Zu,lkifli l{asan
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